
Kewenangan Pemberian 

Rekomendasi HGB Diatas 

HPL Pada Pemprov DKI 

Jakarta 
Disusun Oleh

Muhammad Arifin Zainnursyah

Giovanni Destiana

Mentor

Maria Roseta

Coach

Deden Bahtiar Nugraha



Latar Belakang Masalah 

2. Adanya kelemahan dalam prosedur pemberian

rekomendasi

1. Adanya Peraturan Gubernur yang memberikan

kewenangan untuk menarik kontribusi atas

pemberian hak guna bangunan atas Hak

pengelolaan Lahan berdasarkan Pergub

No. 239 tahun 2015



Tujuan
1 

Untuk mengetahui bagaimana Proses Terjadinya

Pemberian Rekomendasi Hak Guna Bangunan di

Atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan di Provinsi DKI

Jakarta

3 

4 



Landasan Hukum

1960 1996 1999 1977

Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok

Agraria

UU No. 5/1960

Hak Guna Usaha, 

Hak Guna

Bangunan dan Hak

Atas Tanah

PP No. 40/1996

Tata Cara 

Pemberian dan 

Pembatalan Hak

Atas Tanah Negara 

dan Hak

Pengelolaan

Permen Agraria

No. 9/1999

Tata Cara 

Permohonan dan 

Penyelesaian

Pemberian Hak

Atas Bagian-

Bagian Tanah Hak

Pengelolaan serta

Pendaftarannya

Permen Dalam

Negeri No. 

1/1977



Landasan Hukum

Pergub No. 182/2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan

Sesuatu Hak Diatas Bidang Tanah Hak Pengelolaan

Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik /

Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pergub No. 239/2015

Pergub No. 217/2016

Kep. Kepala DPMPTSP 

No. 104 Tahun 2017

Standar Operasional Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perolehan / 

Peralihan / Penjaminan Hak Guna Bangunan / Hak Pakai Atau Hak

Lainnya Diatas Bidang Tanah Hak Pengelolaan dan Permohonan Hak

Diatas Bidang Tanah Eks Desa Atau Tanah Eks Kota Praja

Kepgub No. 122/2001



DEFINISI UMUM

Pergub Prov. DKI 

Jakarta Nomor 239 

Tahun 2015

Hak Pengelolaan :

hak menguasai 

dari Negera yg

kewenangan pelaksana

annya sebagian           

dilimpahkan kepada

pemegangnya

HPL
Undang-Undang         

Nomor 5 Th 1960

Hak Guna Bangunan :

Hak untuk mendirikan  

dan mempunyai            

bangunan – bangunan 

atas tanah yang bukan 

miliknya sendiri dengan 

jangka waktu paling      

lama 30 tahun.

Pergub Prov. DKI Jakarta 

Nomor 239 Tahun 2015

Persetujuan tertulis dari 

Gubernur/pejabat yg 

ditunjuk terhadap 

permohonan perolehan/   

perpanjangan dan/atau 

peralihan/pengoperan 

dan/ atau penjaminan/ 

tanggungan sesuatu hak 

diatas tanah HPL an 

Pemprov DKI Jakarta dan 

permohonan hak diatas 

tanah eks Desa dan 

tanah eks Kota Praja 

REKOMENDASI

HGB



Proses Terjadinya Pemberian Rekomendasi Hak Guna Bangunan 

diatas Tanah Hak Pengelolaan Lahan di Provinsi DKI Jakarta

Peraturan Gubernur Nomor 239 

Tahun 2015 Pasal 2 – Pasal 7 

Ketentuan Lebih Lanjut 

sebagaimana dimaksud Pasal 

4-7 ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala DPMPTSP 

Nomor 104 Tahun 2017



Proses Berdasarkan Pergub 239/2015

Membawa Persyaratan Administrasi

berupa

• KTP, Akta Pendirian, Surat Izin dari in

stansi berwenang (untuk orang asing)

• FC Perjanjian Jual Beli

• FC SPPT PBB atas nama pemohon

• Surat pernyataan kesanggupan memb

ayar uang pemasukan (bermaterai cu

kup)

• Surat pernyataan kebeneran dokume

n disahkan oleh notaris

Kembali ke

pemohon

Peninjauan

Lapangan

Kembali ke

pemohon

Surat 

Perintah Setoran

Surat 

Rekomendasi

Diterima

Ditolak

D
ito

la
k

Diterima

Diterima



Bagan Alir Penerbitan Rekomendasi Perolehan/Peralihan/Penjaminan Hak Guna 

Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan 



Bagan Alir Penerbitan Rekomendasi Perolehan/Peralihan/Penjaminan Hak Guna 

Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan 

Sumber : Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 104 Tahun 2017



Ketentuan Tarif Uang Pemasukan 
Antara Pergub No 239/2015 dan 217/2016 

Pergub Nomor 239 Tahun 2015 (Pasal 9 ayat (1) ) Pergub Nomor 217 Tahun 2016 (Pasal 9 ayat (1) )

1 a
Perolehan atau perpanjangan HGB/Hak pakai atau hak lainnya diatas      
bidang tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL)

1 a
Perolehan atau perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah untuk HGB atau       
Hak Pakai atau hak lainnya diatas tanah HPL

5 % x luas tanah x NJOP tahun berjalan 

1. Untuk kegiatan usaha

5 % x (luas tanah x NJOP tahun berjalan)

2. Untuk rumah tinggal

2,5 % x (luas tanah x NJOP tahun berjalan)

b Peralihan HGB/Hak pakai atau hak lainnya diatas bidang tanah HPL b
Peralihan hak atas tanah untuk HGB atau Hak Pakai atau hak lainnya diatas tanah      
HPL

2,5 % X luas tanah x NJOP tahun berjalan 

1 Untuk sertipikat HGB dan hak lainnya diatas HPL

1,5 % X (luas tanah x NJOP  tahun berjalan)

2 Untuk Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 

1,5 % (luas tanah seluruhnya x NPP X NJOP tahun berjalan)

c
Hak Tanggungan atas tanah untuk HGB atau Hak Pakai atau hak lainnya di atas tanah 
HPLc Penjaminan HGB/Hak Pakai atau hak lainnya diatas bidang tanah HPL

2,5 % X luas tanah x NJOP tahun berjalan

1 Untuk Sertipikat HGB dan hak lainnya diatas HPL

1,5 % X (luas tanah x NJOP  tahun berjalan)

2 Untuk Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 

1,5 % X (luas tanah seluruhnya x NPP X NJOP tahun berjalan)

d Perolehan Hak di atas bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota Praja d
Permohonan hak diatas bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota          
Praja

25 % x luas tanah x NJOP 25 % x ( luas tanah x NJOP tahun berjalan)



Kelemahan Saran Perbaikan

1. Pelanggaran Prosedur seperti, sur

vey lapangan tidak dilaksanakan n

amun proses penerbitan rekomen

dasi terus berjalan

2. SOP Tidak menjelaskan jenis pers

yaratan teknis yang Diperlukan dal

am pemberian Rekomendasi

3. Penetapan tarif terlalu rendah apa

bila dibandingkan dengan daerah l

ain

1. Melakukan penyempuranaan terhad

ap Keputusan Kepala DPMPTSP N

o. 104 Tahun 2017 

2. Meningkatkan kompetensi terhadap

petugas yang berwenang untuk mel

akukan pengurusan prosedur pemb

erian rekomendasi

3. Tarif disarankan agar ditingkatkan k

arena jika dibandingkan dengan Pro

vinsi lain, kontribusi di Provinsi DKI 

Jakarta lebih rendah.



Perbandingan Tarif Uang Pemasukan
Dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia

Daerah Perdagangan Perumahan Sumber Hukum

Surabaya 37.5% X Luas Tanah X 

Harga Dasar Tanah 

Terendah Sesuai Kelas

17.5% - 37.5%  X Luas 

Tanah X Luas Dasar 

Terendah Sesuai Kelas

Keputusan Walikotamadya

Surabaya Nomor 27 Tahun

1995

Pekanbaru Uang Wajib Tahunan sebesar 0.35% X Luas Tanah 

X Nilai Wajar tanah dan ditambah dengan

Uang Pemasukan (30 Tahun) 0.25 X Nilai Sewa

Tanah HPL

Peraturan Walikota

Pekanbaru Nomor 100 

Tahun 2019

Kalimantan Barat 

(Pontianak)

2% X NJOP X Luas 

Tanah X Masa Berlaku

HGB

1% X NJOP X Luas 

Tanah X Masa Berlaku

HGB

Peraturan Gubernur Kalim

antan Barat Nomor 1 

Tahun 2020



Kesimpulan Dan Saran

Setiap aparat pelaksana pelayanan

publik di DPMPTSP  Pemprov DKI

Jakarta diharapkan dapat meningkat

kan kualitas pelayanan perizinan de

ngan cara meningkatkan kompetensi 

dan pemahaman terkait bidang-bida

ng perizinan yang diselenggarakann

ya.

Perlu pembagian tugas yang jelas

antara semua pelaksana, sehingga 

pengurusan rekomendasi hak 

tanah akan lebih efektif dan efisien..  

dibuatkan definisi secara rinci

mengenai syarat-syarat teknis yan

g dipersyaratkan yang didalamnya 

berisi mekanisme untuk melaksana

kan penelitian teknis, kualifikasi tim 

yang akan melaksanakan 

penelitian teknis

Dilakukan kajian lebih lanjut atas ta

rif uang pemasukan yang ditagihka

n sehingga dapat meningkatkan pe

ndapatan asli daerah

Masih ada beberapa kelemahan yang 

dapat diperbaiki didalam prosedur

pemberian rekomendasi untuk HGB 

diatas HPL Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. Selain itu masih ada beberapa

kerancuan dalam peraturan yang 

berlaku khususnya dalam proses 

peninjauan lapangan. Untuk tarif

pemasukan masih perlu kajian lebih

lanjut apakah diperlukan perubahan

untuk menyesuaikan kondisi saat ini

Kesimpulan



Terima

Kasih


